Menimbang :

Mengingat

BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

ALOKASI PEMBAGIAN DAN BESARAN
INSENTIF BIAYA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, perlu menetapkan alokasi pembagian dan
besaran Insentif biaya pemungutan Retribusi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh
Barat Daya tentang Alokasi Pembagian dan Besaran Insentif
Biaya Pemungutan Retribusi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues,
Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten
Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang  Nomor 11  Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 4633);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten
Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya
Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG

ALOKASI PEMBAGIAN DAN BESARAN INSENTIF BIAYA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.
4.

oo

Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.

Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Barat Daya.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat
Daya.

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disebut SKPK sebagai
Pengelola objek retribusi adalah Unsur Pembantu Bupati dalam
Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya yang
mengelola objek retribusi.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu mengelola Retribusi
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pegawai adalah Pegawai SKPK Aceh Barat Daya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya
disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah
Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Kabupaten dengan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah
tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas
kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah
untuk ketentuan orang pribadi atau badan.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi
tertentu.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan
yang menyebabkan nbarang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
dengan menganut prinsipprinsip komersial karena pada dasarnya
dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu
guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Surat
Ketetapan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi
terutang.

Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus
dipenuhi oleh wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas
Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang
telah ditentukan.

Penagihan Retribusi Daerah adalan serangkaian kegiatan pemungutan
retribusi daerah yang diawali dengan penyampain surat peringatan,
surat teguran yang bersangkutan melaksananakan kewajiban untuk
membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya
Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada
wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Pihak lain adalah instansi yang membantu SKPK.



BAB II
PENERIMA INSENTIF BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 2
(1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara objektif dan
proporsional dapat diberikan apabila mencapai kinerja tertentu kepada
a. Bupati;
b. Wakil Bupati;
c. Sekretaris Daerah;
d. pejabat dan pegawai SKPK; dan
e. pihak lain/Instansi yang membantu SKPK.

BAB III
SUMBER INSENTIF BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 3

Insentif biaya pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) dianggarkan pada APBK maksimal sebesar 5% dari target
penerimaan.

BAB IV
BESARAN INSENTIF BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 4

(1) Pembayaran Insentif pemungutan Retribusi dibayarkan pertriwulan
berdasarkan persentase dari realisasi penerimaan.

(2) Besaran Insentif biaya pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 dibagi menurut persentase :

Bupati sebesar 8% (delapan perseratus);

Wakil bupati sebesar 6% (enam perseratus);

Sekretaris daerah sebesar 6% (enam perseratus); dan

Pejabat dan pegawai SKPK sebesar 65% (enam puluh lima

perseratus);dan

e. Pihak lain/Instansi yang membantu SKPK sebesar 15% (lima belas
perseratus).

oo

Pasal 5

Kriteria Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal {6 £ebvuary 2017 M

19°3. Aunl 1438H
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